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RINGKASAN

Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi; Gias Prima Putra, 140903101029 ; 2017: 40 halaman. Program Studi
Diploma Ill Perpajakan Jurusan llmu Administrasi Fakultas IImu Sosial dan IImu
Politik Universitas Jember.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan

sehingga pembangunan nasional terutama Pembangunan Daerah dapat
dilaksanakan dengan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan
kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang
mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan
kewajiban didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak
harusnya lebih ditinggikan lagi dengan sosialisasi dari pemerintah daerah setempat.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada tanggal 20 Februari sampai dengan
tanggal 20 Maret 2017 dengan keterangan : Praktek Kerja Nyata (PKN) pada kantor
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk mendapatkan
data dan informasi tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak
Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Penulis melaksanakan
magang di kantor tersebut untuk mencari data sesuai dengan pokok permasalahan
yang akan dibahas yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sektor Perdesaan
dan Perkotaan yang sesuai dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan. PBB-P2 adalah pajak yang bersifat kebendaan dala arti
besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah
dan/atau bangunan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Badan Pendapatan Daerah
menggunakan official assessment system yaitu dimana suatu system perpajakan
memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan atau
perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara wajib berdasarkan pada
hukum yang berlaku. Hukum tertulis di negara kita secara hierarkis antara lain
adalah UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah.

Pajak berperan sangat penting bagi negara Indonesia karena pajak tidak
hanya untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan tugas
pemerintahan, tetapi pajak juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal untuk
mengarahkan ekonomi suatu negara agar tercapainya pertumbuhan ekonomi,
memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara.
Pajak juga memberikan masukan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, sekaligus merupakan kontributor terbesar dari APBN yang
berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa.

Tanpa adanya pajak, pembiayaan berbagai pembangunan sulit untuk dapat
dilaksanakan. Uang dari hasil pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam
rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap
warga negara Indonesia mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal, menikmati
fasilitas atau pelayaran dari pemerintahan yang semuanya dibiayai dengan uang
yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang
yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar
negeri. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara
menjadi sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan
pembiayaan pembangunan. Kepatuhan masyarakat (Wajib Pajak) dalam
melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku, merupakan syarat utama untuk tercapainya
pembangunan nasional, sehingga pada akhirnya kesenjangan sosial yang ada dalam
masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, khususnya Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.

Sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kepentingan rakyat. Maka tanah sebagai dari bumi yang merupakan karunia
Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, disamping memenuhi
kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga menjadi alat investasi yang
sangat menguntungkan. Disamping itu bangunan yang memberi manfaat ekonomi
bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan
bangunan, wajib menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada
negara melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012,
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pengalihan pengelolaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini
adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.
Pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011. Dengan
pengalihan ini maka Kkegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan,
pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). PBB yang dialihkan
menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2),
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sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap
menjadi Pajak Pusat.

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sesuai
dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 1)
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 2) Memberikan
peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis
pajak daerah dan retribusi daerah), 3) Memberikan kewenangan yang lebih besar
dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, 4)
Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah dan 5)
Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada
daerah. Pengalihan PBB-P2 memang menguntungkan bagi daerah untuk
menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih dikenakan Pajak
Pusat paling lambat sampai 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan
Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan
Perkotaan yang diberlakukan di daerah masing-masing. Bagi daerah yang belum
siap menjalankan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, maka
daerah tersebut akan berpotensi kehilangan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah)
karena pada tanggal tersebut pemerintah pusat sudah tidak boleh lagi melakukan
pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, sesuai dengan pasal 180 Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh adalah suka
menurut (perintah dan sebagainya), taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya) dan
berdisiplin, sedangkan sadar merupakan seseorang yang merasa, tahu dan mengerti.
Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam
peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam
prakteknya, contohnya pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang
tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak

dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan
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pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar,
peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan
peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya. Dalam hal ini peran serta
masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak
berdasarkan ketentuan perpajakan masih diharapkan, tetapi dalam kenyataannya
masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya
utang pajak sebagaimana mestinya. Maka tunggakan pajak yang dimaksud perlu
dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa.

Tabel 1.1 Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2012-2016

Tahun Sisa Pokok PBB-
P2

2012 Rp5.561.658.820
2013 Rp6.226.869.414
2014 Rp6.680.328.847
2015 Rp6.907.779.446
2016 Rp7.166.608.350

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan tabel di atas, terjadi kenaikan tunggakan terus-menerus antara
tahun 2012-1016. Tahun 2016 Kecamatan Songgon merupakan kecamatan yang
tertinggi tunggakannya sebesar Rp244.369.634 (lampiran 15). Tingginya
tunggakan pajak yang ada di Kabupaten Banyuwangi dapat menunjukkan bahwa
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Banyuwangi masih kurang bayar. Dengan demikian Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi masih kurang dalam memotivasi masyarakat (wajib pajak)
agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi supaya dapat
mengoptimalkan Pajak Daerah dan dari masyarakat sendiri yang tidak sadar akan
membayar pajak yang seharusnya dibayarkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tingkat adalah susunan

yang berlapis-lapis, tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, dan
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sebagainya), batas waktu (masa), sedangkan kepatuhan itu berasal dari kata dasar
patuh yang artinya taat atau ketaatan. Jadi arti tingkat kepatuhan adalah tinggi
rendahnya suatu ketaatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2, hal apa yang telah dilakukan
pihak Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) untuk mengatasi masalah yang terjadi.
Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul “Tingkat
Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

(PBB-P2) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sangat berperan penting karena dapat
menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan di daerah masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan
adalah bagaimana Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah:

Mengetahui dan mendiskripsikan tentang Tingkat Kepatuhan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
a. Bagi Mahasiswa
1) Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program

studi diploma lII.
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2) Memperoleh pengalaman praktis dan mengenal dunia kerja yang
sebenarnya.

3) Melatih diri agar lebih peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda
antara teori dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.

4) Dapat Mengetahui kemampuan pribadi atau ilmu pengetahuan yang
dimiliki.

5) Sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh, khususnya di bidang
perpajakan.

. Bagi Instansi

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi dengan lembaga
pendidikan Universitas Jember untuk bekerja sama lebih lanjut yang

bersifat akademis maupun organisasi.
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2.1
2.1.1

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Unsur Pajak
Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya (2011).

Soemitro (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

a.

2.1.2

yaitu:
1)

2)

luran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa uang
(bukan barang);

Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya;

Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), mengatakan bahwa fungsi pajak ada dua ,

Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran.

Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah
dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :
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a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman Kkeras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras;

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hidup konsumtif;

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk

Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Judisseno (2004), sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh
negara Indonesia ada dua, yaitu :
a. Officiel Assessment System
Adalah sistem ini wewenang memungut pajak pada fiscus. Fiscus
berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan
dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yag merupakan bukti
timbulnya suatu utang pajak.
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada
kedua belah pihak yaitu WP dan fiscus.
c. Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada

pihak ketiga dan bukan fiscus maupun WP itu sendiri.

2.1.4 Dasar-Dasar Teori Pemungut Pajak
Menurut Supramono dan Damayanti (2010), mengatakan bahwa ada
beberapa teori yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak, yaitu :
a. Teori Asuransi
Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi
wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai

perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta
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bendanya. Jika ada salah satu dari peserta asuransi mengalami risiko
keselamatan atas diri dan harta bendanya maka perusahaan asuransi
akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi
yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Demikian halnya dengan pajak,
wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak disamakan dengan
pembayar premi. Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai
dasar pemungutan pajak karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada
penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran
jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat
hubungan langsung.

. Teori Kepentingan

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas
besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan
yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya
yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu,
sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini

dibebankan kepada masyarakat.

Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang
diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh
segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan
berdasarkan pada asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap
masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing masyarakat.
Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan
yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga
masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul

yang lebih tinggi pula.

. Teori Bakti

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti

kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus
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menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara
memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori
bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Berkebalikan
dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan negara di
atas kepentingan warganya, teori ini mengutamakan kepentingan
negara di atas kepentingan masyarakat.
e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini beranggapan bahwa ajak digunakan untuk menarik daya beli
masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi
penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi
sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli
masyarakat secara individu. Pada akhirnya, negara akan menyalurkan
kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat secara
umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5 Asas Pengenaan/Pemungutan Pajak
Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015), dalam hal pemungutan pajak
terdapat tiga asas, yaitu :
a. Asas Tempat Tinggal (Domisili)
Asas Domisili menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk
mengenakan pajak kepada semua penghasilan para Wajib Pajak yang
tinggal di wilayah negara tersebut, baik itu penghasilan yang berasal
dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang
tinggal atau berdomisili di wilayah Negara Indonesia, dikenakan pajak
pada seluruh penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia maupun
dari luar.
b. Asas Sumber
Asas Sumber menyatakan bahwa suatu Negara memiliki hak untuk
mengenakan pajak pada setiap penghasilan yang bersumber dari
wilayahnya tanpa melihat domosili Wajib Pajak. Setiap orang yang

mendapatkan penghasilan dari Indonesia, walaupun tidak berdomisili
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di Indonesia, dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari
Indonesia.

c. Asas Kebangsaan
Asas Kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dapat
dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Sebagai contoh, di
Indonesia terdapat pajak bangsa asing yang dikenakan kepada setiap
orang asing yang berdomisili di Indonesia tapi bukan warga Negara

Indonesia.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak
Menurut Prabowo (2004), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan
hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai kedilan, undang-undang,
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam arti perundang-
undangan di antaranya mengenakan pihak secara umum dan merata,
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara adil
dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak
(WP) untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).
b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat
Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.
c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
ataupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansiil)
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Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah
dipenuhi dalam undang-undang yang baru.

2.1.7 Cara Pemungutan Pajak
Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015), dalam hal pemungutan pajak,
dapat dilakukan dalam tiga stelsel :

a. Stelsel Nyata (Riil)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan beban pajak didasarkan pada
objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah
penghasilan). Maka dari itu, pemungutan pajak baru akan dapat
dilakukan pada akhir tahun pajak yang sesungguhnya telah diketahui.

b. Stelsel Fiktif
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan beban pajak didasarkan pada
anggapan yang diatur dalam undang-undang. Salah satu contohnya
adalah, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan
pada tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu
tahun pun dianggap sama dengan pajak terhutang di tahun sebelumnya.
Jika menggunakan stelsel ini, berarti besarnya beban pajak yang
terhutang pada tahun berjalan sudah dapat diprediksi dan ditetapkan
pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran
Dalam stelsel ini, pengenaan beban pajak didasarkan pada kombinasi
antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada setiap awal tahun, besar pajak
diperkirakan berdasarkan pada suatu anggapan, dan kemudian pada
akhir tahun besar pajak dihitung kembali berdasarkan keadaan yang
sesungguhnya lebih besar dari besar nilai pajak menurut anggapan,

maka Wajib Pajak harus membayar selisih kekurangan tersebut. Dan
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sebaliknya, jika besar nilai pajak keadaan yang sebenarnya lebih kecil
daripada besar nilai pajak berdasarkan anggapan, maka Wajib Pajak
memiliki hak untuk meminta kembali kelebihannya (restitusi), atau
dapat juga dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah

diperhitungkan pula dengan besarnya hutang pajak yang lain.

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5-6), ada tiga pengelompokan pajak, yaitu :

Menurut golongannya

a.

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya

a.

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.

Pajak Obijektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

Menurut lembaga pemungutnya

a.

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari :
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e Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor.

e Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan
Pajak Hiburan.

2.2  Pajak Daerah
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian pajak daerah atau istilah yang terkait dengan Pajak
Daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 antara lain :

a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
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lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

e. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
Pajak.

f.  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai.

g. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak
atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau
retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetoran.

h. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk

periode Tahun Pajak tersebut.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah
Menurut Rachim (2015), mengatakan bahwa jenis-jenis pajak dan retribusi
baru, yaitu :
1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas :
a) Pajak Kendaraan Bermotor.
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
d) Pajak Air Permukaan.
e) Pajak Rokok.
2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :
a) Pajak Hotel.
b) Pajak Restoran.
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c) Pajak Hiburan.

d) Pajak Reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

g) Pajak Parkir.

h) Pajak Air Tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet.

J) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3) Jenis Retribusi adalah :

a) Jasa Umum.

b) Jasa Usaha.

c) Perizinan Tertentu.

2.3  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)
2.3.1 Dasar Hukum
Dasar hukum yang mendasari pembahasan PBB-P2 yaitu :
a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang peraturan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2012 tentang pengaturan
biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 3.

2.3.2 Pengertian dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 (2009:41) Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
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pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik
yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman
dan/atau laut.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau

memperoleh manfaat atas bangunan.

2.3.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 (2009:39-41), mengatakan
pengertian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ialah sebagai berikut :
a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2.3.4 Alokasi Biaya Pemungutan

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2012 (2012:4-6),
dalam rangka peningkatan Kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan diberikan
biaya pemungutan berupa insensif yang dialokasikan dari hasil penerimaan biaya
pemungutan yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten di setiap sektor, antara
lain :

a. Sektor Perdesaan, sebesar 85% (delapan puluh lima persen);

b. Sektor Perkotaan, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

Besarnya insentif aparat pelaksana pemungutan yang diperoleh dari sektor
PBB perdesaan sebesar 18% (delapan belas persen) dan sektor PBB perkotaan
sebesar 15% (lima belas persen) dengan rincian sebagai berikut :
1. Sektor Perdesaan :
a. Kecamatan sebesar 4,2% (empat koma dua persen);
b. Sekcam sebesar 1,8% (satu koma lima persen);
c. Desa/Kelurahan sebesar 61% (enam puluh satu persen).
2. Sektor Perkotaan :
a. Kecamatan sebesar 4% (empat persen);
b. Sekcam sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
c. Desa/Kelurahan sebesar 54,5% (lima puluh empat koma lima persen).
Pengaturan mengenai besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Biaya pemungutan PBB dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Banyuwangi.

2.3.5 Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi
Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2012 (2012),
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan sebagaimana
dimaksud dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut:

a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);

b. Sampai dengan triwulan 11 : 40% (empat puluh persen);

c. Sampai dengan triwulan Il : 75% (tujuh puluh lima persen);

d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan
untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan
pemungutannya.

Perhitungan target baku pokok PBB-P2 tahun anggaran 2016, sektor
perdesaan sebesar Rp16.995.840.917 dan sektor perkotaan sebesar
Rp16.311.465.196. Contoh perhitungan untuk Triwulan | sebagai berikut :
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a. Perdesaan

Triwulan | : 15% x Rp16.995.840.917 = Rp2.549.376.137,55
Upah pungut : Rp2.549.376.137,55 x 5% = Rp127.468.806,88
Perdesaan : Rp127.468.806,88 x 85% = Rp108.348.485,8
Kecamatan :4,2% x Rp108.348.485,8 = Rp4.550.636,4
Sekcam :1,8% x Rp108.348.485,8 = Rp1.950.272,7
Desa : 61% x Rp108.348.485,8 = Rp66.092.576,3

b. Perkotaan
Triwulan | : 15% x Rp16.311.465.196 = Rp2.446.719.779,4
Upah pungut :Rp2.446.719.779,4 x 5% = Rp122.335.988,9
Perkotaan : Rp122.335.988,9 x 75% = Rp91.751.991,67
Kecamatan : 4% x Rp91.751.991,67 = Rp3.670.079,67
Sekcam :1,5% x Rp91.751.991,67 =Rpl1.376.279,87

Kelurahan 1 54,5% x Rp91.751.991,67 = Rp50.004.835,4

Perhitungan selanjutnya untuk Triwulan Il sebesar 40%, untuk Triwulan 11

sebesar 75% dan untuk Triwulan IV sebesar 100%.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1  Waktu dan Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata
3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas
yaitu dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2017 di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja

di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat
Senin s/d Kamis 07.00-15.30 WIB 12.00-13.00 WIB
Jum’at 07.00-15.00 WIB 11.00-13.00 WIB
Sabtu & Minggu Libur Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2017

Selain itu, ketentuan peraturan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini
adalah khusus hari Jum’at terdapat kegiatan yang diisi untuk senam atau kerja bakti
yang dilaksanakan pada pukul 07.00-08.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan
kegiatan kerja hingga pukul 11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor
bersambung dengan kegiatan sholat Jum’at), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00

s.d. 15.00 WIB.

3.1.2 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terletak di Kecamatan Giri, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur-Indonesia. Berikut ini informasi lokasi Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :

Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Alamat . Jalan Jaksa Agung Suprapto no. 140

20
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Telepon : (0333) 418818-418621

3.2  Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir
oleh penulis dengan judul “Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis
ditempatkan pada bidang yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu Bidang PBB
dan BPHTB. Pada bidang ini penulis mengamati tentang target penerimaan realisasi
dari tahun 2012-2016 dan mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan,

sehingga pada bidang ini penulis mendapatkan data primer terkait judul penulis.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata
Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan
beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja

Nyata
Waktu Kegiatan Hasil Penanggung
Pelaksana Jawab
(@) (b) (© (d)
Senin, 20 1. Menemui Ibu 1. Diterima Lilik Murtosiyah

Februari 2017  Lilik dan diterima untuk Praktek Kerja ,S.AP.
Untuk Praktek Kerja Nyata
Nyata (PKN) di
Badan  Pendapatan
Daerah  Kabupaten 2. Mendapatkan tempat
Banyuwangi di bidang Pajak
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(@) (b) (©) (d)
2. Penempatan kegiatan Bumi dan Bangunan
Yang telah ditentukan
Yaitu di bidang Pajak 3. Mengenal  Kepala
Bumi dan Bangunan Bagian dan karyawan
3. Pengenalan  dengan
Kepala Bagian dan 4. Memulai  Praktek
Karyawan Kerja Nyata
4. Melakukan Praktek
Kerja Nyata
Selasa, 21 1. Apel pagi Mengetahui  Pajak Drs. Siswoyo

Februari 2017 2.

Mempelajari tentang

Pajak Daerah dan

Bumi dan Bangunan

dan peraturannya

peraturannya
Rabu, 22 1. Apel pagi Mengetahui macam- Drs. Siswoyo
Februari 2017 2. Sharing terkait macam pajak Yyang
Macam-macam pajak ada di Bapenda
di Badan Pendapatan Kabupaten
Daerah  Kabupaten Banyuwangi dan
Banyuwangi mengetahui Pajak
3. Serta terkait Pajak Bumi dan Bangunan
Bumi dan Bangunan
Kamis, 23 1. Apel pagi Mengetahui cara Ubaidilatul
Februari 2017 2. Melakukan  Tinjau pengukuran tanah dan Fahmi, S.E.
Lapangan  kepada bangunan
Wajib Pajak
Jum’at, 24 1. Senam pagi Mengetahui  bahwa Soemaryono,
Februari 2017 2. Memperoleh  data kantor Badan S.AP.
Tentang gambaran Pendapatan Daerah

Umum kantor Badan

Kabupaten
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(@) (b) (©) (d)
Pendapatan Daerah Banyuwangi
Kabupaten melakukan Kkegiatan
Banyuwangi perpajakan khususnya
PBB
Senin, 27 1. Apel pagi Mengetahui prosedur Hidri S, S.E.,
Februari 2017 2. Mempelajari Pajak Bumi dan M.AP., Ak.
Prosedur tentang Bangunan
Pajak Bumi dan
Bangunan
Selasa, 28 1. Apel pagi Mengetahui cara Soemaryono,
Februari 2017 2. Mempelajari  cara perhitungan  pajak S.AP.
Perhitungan  Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi dan Bangunan

berdasarkan

berdasarkan ketentuan dan tarif
ketentuan dan tarif yang berlaku
yang berlaku
Rabu, 1 1. Apel pagi Mengentri data Candra
Maret 2017 2. Membantu mutasi Pajak Bumi Setiawan,
Mengentri data dan Bangunan S.Sos.

Mutasi Pajak Bumi

Dan Bangunan

Kamis, 2 1.
Maret 2017 2.

Apel pagi
Sharing terkait
Pajak Bumi dan
Bangunan
Perdesaan

Perkotaan (PBB-P2)

Mengetahui lebih Hidri S, S.E.,
tentang Pajak M.AP., Ak.

Bumi dan Bangunan

jelas

Perdesaan
Perkotaan (PBB-P2)

Jum’at, 3 1.
Maret 2017 2.

Senam pagi

Melakukan  Tinjau

Mengetahui  alasan Ubaidilatul

kenapa masih ada Fahmi, S.E.
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() (b) () (d)
Lapangan  kepada tunggakan Pajak
Desa yang masih Bumi dan Bangunan
Ada tunggakan
Pajak Bumi dan
Bangunan
Selasa, 6 . Apel pagi Mendapatkan ~ data Candra
Maret 2017 . Mengarsip SSPT terkait Visi dan Misi  Setiawan,
Pajak Bumi dan Badan Pendapatan S. Sos.
Bangunan Daerah  Kabupaten
. Mendapatkan data Banyuwangi
Terkait Visi dan
Misi Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten
Banyuwangi
Rabu, 7 . Apel pagi Mendapatan data Hidri S, S.E.,
Maret 2017 . Meminta data terkait Struktur M.AP., Ak.
Terkait Struktur Organisasi dan Tugas-
Organisasi  Badan tugasnya Badan
Pendapatan Daerah Pendapatan  Daerah
Kabupaten Kabupaten
Banyuwangi Banyuwangi
Kamis, 8 . Apel pagi Mendapatkan ~ data Wartono Adi
Maret 2017 . Meminta data Baku terkait Baku Pokok
Pokok dan Realisasi dan Realisasi
Penerimaan  Pajak penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Bumi dan Bangunan
Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan
(PBB-P2) (PBB-P2)
Selasa, 14 1. Apel pagi Mendata WP PBB Wartono Adi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

25

(@) (b) (©) (d)
Maret 2017 . Mendata Wajib Pajak objek baru
Pajak Bumi  dan
Bangunan objek baru
Rabu, 15 . Apel pagi Mengentri data Candra
Maret 2017 . Mengentri data terkait mutasi  Setiawan,
Terkait mutasi PBB S, Sos.
PBB
Kamis, 16 . Apel pagi Mengetahui Hidri S, S.E.,
Maret 2017 . Sharing permasalahan  yang M.AP., Ak.
permasalahan yang dialami Bapenda
dialami Bapenda terkait PBB-P2
terkait PBB-P2
Senin, 20 . Apel pagi
Maret 2017 . Berpamitan dan
berterima kasih
kepada semua
pegawai Badan
Badan Pendapatan
Daerah  Kabupaten
Banyuwangi

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan
Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut :

a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan

kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;

b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul

yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
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c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata
(PKN) ke akademik;
d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu
data kuantitatif dan data kualitatif, pengertiannya sebagai berikut :

a. Data Kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau
bilangan. Data Kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen
target penerimaan realisasi PBB-P2;

b. Data Kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan
berupa simbol angka atau bilangan. Data Kualitatif pada pelaksanaan
kegiata ini berupa wawancara langsung kepada pegawai bidang PBB (Pajak
Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan) tentang mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan
observasi ke desa-desa yang mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan

Bangunan.

3.3.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah
sebagai berikut :
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi bagian bidang PBB dan
BPHTB. Data Primer diperoleh dari data-data terkait target penerimaan
realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak laen berupa
data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti
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Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, artiker, internet, jurnal, modul,
buku dan lain sebagainya yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

Observasi

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati proses dalam
Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan (PBB-P2) pada Kantor Bapenda Kabupaten Banyuwangi pada
bidang PBB dan BPHTB.

. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya
jawab kepada narasumber Kantor Bapenda Kabupaten Banyuwangi yang
berhubungan dengan “Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)”.

Mengkaji Dokumen dan Arsip

Dokumen yang digunakan vyaitu berupa laporan-laporan, arsip-arsip,
peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya
dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

. Studi Pustaka

Studi Pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang
berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).
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BAB 5. PENUTUP

5.1  Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari kegiatan Prektek Kerja Nyata di Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi dan laporan yang telah disusun oleh penulis dapat

disimpulkan bahwa :

a. Tingkat kepatuhan penerimaan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan Perkotaan masih tergolong kurang memenuhi target yang
telah ditetapkan;

b. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan yang
tidak mencapai target pokok yang telah ditetapkan akan menyebabkan
tunggakan pajak yang semakin tinggi;

c. Penagihan Piutang PBB-P2 yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi masih kurang optimal.

5.2  Saran
Saran penulis bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
yaitu:

a. Perlu adanya tambahan juru sita pajak dalam menangani penagihan piutang
pajaknya agar peneriman pajak menjadi lebih optimal;

b. Memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan memberikan kemudahan bagi
wajib pajak yang akan menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya
dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2);

c. Kepatuhan wajib pajak harus lebih ditingkatkan lagi sehingga tunggakan-

tunggakan yang ada bisa diatasi secara optimal.

39
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tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi.
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Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata

|

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email ; fisipdunci.ac.id

Nomor : 338/UN25.1.2/SP/2017 24 Januari 2017
Lampiran  : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
J1. Jaksa Agung Suprapto 140
Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa
kami di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi. Adapun nama mahasiswa yang akan
mengikuti kegiatan magang adalah :

[ No NAMA NIM Program Studi \
1. | Alya Salsabila 140903101005 Dlﬂim 1lI Perpajakan J
2. | Rangga Patria Yurindra 140903101021 Diploma Ill Perpajakan 4]
3. | Gias Prima Putra 140903101029 Diploma 11l Perpajakan
4, | Wahyu Dwi Prasetyo 140903101037 Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

)/ Bayu Patriadi, MA,, Ph.D.
pg¥8 199201 1 001
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Lampiran 2. Surat Balasan Dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi

Jalan KH Agus salim No 109 Telp 033;’,7425119 " P
BANYUWAN G 168425

Banyuwangi, 27 Januari 2017

Kepada :
Nomor : 0?2/161/REKOM/429.204/2017 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sifat : Biasa Banyuwangi
Lampiran :- di
Perihal : Rekomendasi Magang BANYUWANGI
Menunjuk Surat - Wakil Dekan | Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas
Jember
. Tanggal : 20 Januari 2017
Nomor : 338/UN25.1.2/SP/2017
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
Nama/NIM : ALYA SALSABILA/140903101005
RANGGA PATRIA YURIND] :A/140903101021
GIAS PRIMA PUTRA/140903101029
WAHYU DWI PRASETYO/140903101037
Bermaksud melaksanakan Magang :
Judul -
Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
Waktu : 20 Februari s/d 20 Maret 2017
Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu
kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk
memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan
ketentuan : d
1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah
setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banyuwangi.
Demikian untuk menjadi maklum.
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
3 ologl Pembauran dan Wawasan Kebangsaan
0, M.Si
ti
199103 1 007
Tembusan:

“Yth. Wakil Dekan | Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Jember
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Lampiran 3. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kahmantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 6812)

SURAT TUGAS
Nomor : 413/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi nomor :
072/161/REKOM/429.204/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Rekomendasi Magang,
maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan [lmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No NAMA NIM Program Studi
1. | Alya Salsabila 140903101005 Diploma IIT Perpajakan
2. | Rangga Patria Yurindra 140903101021 Diploma III Perpajakan
3. | Gias Prima Putra 140903101029 Diploma III Perpajakan
4. | Wahyu Dwi Prasetyo 140903101037 Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi, mulai tanggal 20 Februari s.d. 20 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 januari 2017

. DETHmay i Bayu Patriadi, MA, PhD.
a;m,m:s; 28199201 1 001

Disampaikan Kepada :
1. Kepala Badan Pendapatan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi

2. Kaprodi Diploma IIl Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan
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Lampiran 4. Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGTI, DAN PENDIDIKAN TINGG!
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisipi@unej ac 1d

SURAT TUGAS

Nomor: 414/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas [lmu Sosial dan [Imu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si., Ak
NIP : 198603112015041001 N
Jabatan : Tenaga Pengajar

Pangkat, golongan : Penata Muda Tk, Il/b

Sebagai supervisi. mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas [Imu Sesial
dan Iimu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi,
terhitung mulai tanggal 20 Februari s.d. 20 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa

sebagai berikut :
No NAMA NIM Program Studi
1. | Alya Salsabila 140903101005 Diploma Il Perpajakan
2. | Rangga Patria Yurindra 140903101021 Diploma Il Perpajakan
3. | Gias Prima Putra 140903101029 Diploma IiI Perpajakan
4. | Wahyu Dwi Prasetyo 140903101037 Diploma Il Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

’}\ 7
':.‘/] b

" DrggHim&wan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
4 NIP 29610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)

2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNE]
3. Kasubag Akademik FISIP UNE]
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Lampiran 5. Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI Kalimentan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
SURAT TUGAS

Nomor : 2555/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas llmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

PANGKAT/
NO NAMA GOLONGAN JABATAN KETERANGAN
1 | Yeni Puspita, S.E,M.E. Penata Muda Tingkat I Tenaga DPU
NIP. 198301012014042001 1l/b Pengajar

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Gias Prima Putra

NIM : 140903101029

Program Studi : D III Perpajakan

Judul : Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan

(PBB-P2) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

m
e
"

& }ﬁ%ﬁrdiyanm, M.Si
*NY
/i

e
P
T

f;:;;

t

oY
i_&\‘

{/
{

f
'
§

wol 19580810198702100&(
i 2

Tembusan
1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan

3. Pertingga

o]
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Lampiran 6.
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Form Bimbingan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILM U SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1 Kakimantan - Kampus Tegalboto Telp, (133 1) 335586, 331342 Fax, (0331) 335586 Jember 68121
s lisipineitetelkom.net, “Telp, (N331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA 11 PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Giias Prima Putra
NIM 1 140903101029
Jurusan + [lmu Administrasi

Program Studi : Diploma 111 Perpajakan
Alamat Asal : Dsn. Tamansuruh Desa Bangorejo RT.003/RW.I1 Kecamatan Bangorejo
Kabupaten Banyuwangi

Judul Laporan :
(bahasa Indoncesia)

Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)
Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupalen Banyuwangi

(bahasa Inggris)

Adherence Pavment Of Urban And Rural On Land Building Tax In Regional Office Revenue

Ageney Of Bunvinvangi Regency

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita, SE.,M.E

ai TANDA

NO | HARI/TANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
PEMBIMBING
@ + Bi ngs 4
L | Senin, 17Juli2017 [ 1030w | £CC Judul+ Dimbingan Bab | /%
v
2 | Selasa, 18 Juli 2017 | 09.30 WIB | Revisi Bab 1,2, 3,4, 5 /%'
Y 4
3 Senin, 24 Juli 2017 | 10.00 WIB Revisi Bab 4 dan 5 /\/
& o
4 Selasa, 25 Juli 2017 | 10.00 WIB ACC Ujian PKN / [7/
f—~
174
Catatan :

Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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Lampiran 7. Daftar Nilai

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDID
) , IKAN T
UNIVERSITAS JEMBER edt

FAKULTAS ILMU SOSIAL DA
JI. Kalimantan — Knmpm.Tc%mI.bok.) 'l'cl|?. (0331) 3]55!}6, 33 Iglll’{-‘x%[]g) gg;g}c'rln}crl(ésﬂl

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA IiI PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO. INDIKATOR PENILAIAN pLLAL
ANGKA HURUF
1 | Penguasaan Materi Tugas g Ay ,4
2 | Kemampuan / Kerjasama 7 /3 AR
3 | Etika 79 A
4 | Disiplin a8 A
NILAIRATA -RATA gy 7 - A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

- . Qrar Primo Putre
NIM WAL rY)
Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

YangMenilal ) 0 g lodyoh - Ap

Nama
(903 I PBBLINBEIZOBE -
L R

M%Aﬂ"&zb afadem Boya &)a(y/'

DAE
‘a4,
AL
PEDOMAEWJT@/:

NO.|[ ANGKA | HURUF KRITERIA
1 280 A Istimewa
2 | 75sAB<80 AB Sangat Baik
3 70s B< 75 B Baik
4 | 65sBC<70 BC Cukup Baik
5 60 sC< 65 C Cukup
6 | 65sCD<60 CcD Kurang
7 50sD< 55 D Kurang
8 | 45sDE< 50 DE Sangat Kurang
9 <45 E Sangat Kuran
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Lampiran 8. Daftar Hadir PKN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi

BADAN PENDAPATAN
JI Jaksa Agung Suprapto Nomor 140 Telepon (0333) 418818, Fax (0333) 419614
A Email : dispenidaa by i angihub.go,id

BANYUWANGI

- DAFTAR ABSENSI MAHASISWA PELAKSANAAN PRAKTEK KERIA NYATA

NO | NAMA TANGGAL, PAGI | 8¢ __KETERANGAN |
™ AGT | SORE 17N | sAKIT 'lf(J

| L.__| Gias Prima Putra | 20 FEBRUARI 2017 |

et 4

. __| 21 FEBRUARI 2017
s 22 FEBRUARI 2017
. 23 FEBRUARI 2017
24 FEBRUARI 2017
25 FEBRUARI 2017
26 FEBRUARI 2017
27 FEBRUARI 2017
28 FEBRUARI 2017
1 MARET 2017

2 MARET 2017

3 MARET 2017

4 MARET 2017

S MARET 2017

6 MARET 2017

7 MARET 2017

8 MARET 2017

9 MARET 2017

10 MARET 2017

11 MARET 2017

12 MARET 2017

13 MARET 2017

14 MARET 2017

15 MARET 2017

16 MARET 2017

17 MARET 2017

18 MARET 2017

19 MARET 2017

20 MARET 2017

o U WU Sy———
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SOERO R AR RNENANAN D
3
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Banyuwangi, 20 Februari 2017

Mengetahui, _
an. Plt KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH Mahasiswa,

JBATEN BANYUWANGI . 3

/0 PERTAFATAN

NIM 140903101029

NIP 195910301980)32002
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Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Magang

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jin. Jaksa Agung Suprapto Nomor 140 Telepon (0333) 418818 , Fax 419614
Email : Bapenda@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/ 1igD /429.203/2017

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor :
072/161/REKOM/429.204/2017 Tanggal 27 Januari 2017 perihal rekomendasi
Magang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Menerangkan bahwa:
1. Nama : ALYA SALSABILA
Nim : 140903101005
2. Nama : RANGGA PATRIA YURINDA
Nim : 140903101021
3. Nama : GIAS PRIMA PUTRA
Nim : 140903101029
4. Nama : WAHYU DWI PRASETYO
Nim : 140903101037
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Telah melaksanakan Magang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terhitung

mulai tanggal 20 Pebruari s/d 20 Maret 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIEREPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
N K U,PA\{EN BANYUWANGI
<\

&

49
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Lampiran 10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

| G DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG BASab N 1045 ’

PEMBUKAAN

(Preambule)
merdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
,);in l;'e atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan

keadilan.

Bahwa sesungguhn:
sebab itu, maka penjaja
peri-kemanusiaan dan pert-
erakan keme

amat sen |
ara Indonesia,

rdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yat Indonesia ke depan

sa mengantarkan rak
fad bersatu, berdaulat, adil

Dan perjuangan perg
yang merdeka,

yang berbahagia dengan sel
pintu gerbang kemerdekaan Neg
dan makmur.

Atas berkat rakhmat Aliah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkz;nk oleh re;ngina.n
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia
Menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

erintah Negara indonesia yang

tuk membentuk suatu Pem I
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ddan uq:(ul;
an iku

mencerdaskan kehidupan bangsa, '
dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
saan Indonesia itu dalam suatu
k dalam suatu susunan Negara

arkan kepada Ketuhanan

Kemudian daripada itu un
melindungi segenap bangsa
memajukan kesejahteraan umum,
kmela!(sanakan ketertiban dunia yang ber

eadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebang
g"da"g Undang Dasar Negara indonesia, yang terbentul

epublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdas U
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB |
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat d i
| e g yat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

nr)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

BAB Il
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2

Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-an h

M Rapj(yat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Ya"ggcgj}i:gﬁho:,w,an _Pen/ve}kllan

ymum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***) elalui pemilihan

@ Majelis permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali datam lima tahun di 1b

Kota Negara- =h
Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yaj

ng

3
@) terbanyak-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

51

(5) Pemerintah
- Al memajukan j
222"5‘"’” agama  dan “Fr;:a'.:spfnge’ahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi v
ejahteraan umat manusia‘f,?)a" bangsa untuk kemajuan peradaban serta

Pasal 32

(1) Negara i ;
gara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia

dengan menjami
nilai-nitai by Jaya':ygib'gy)asan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan

(2) Negar: ; : ,
nasgior;m???hormat' dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL**)

Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumidan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.**")

Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tid :
kemnanusiaan.**** ) idak mampu sesuai dengan martabat

3y Negara bertanggung jawab atas i it
& fasilitas pelayanan umum yang |aya|f_ ?ﬂ‘f;’d'aa" fasilitas pelayanan kesehatan dan

(4) Ketentuan lebih lanjut : o
undang.”*) jut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
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Lampiran 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008

.., UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

s Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

o antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

d. i :

arakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan

me?‘;Zasan objek pajak daerah dan retpbum daerah dan
gemberian diskresi dalam penetapan tarif;

ij ajak daerah dan retr.ibusi daerah

& Lo kebljakar:iasaxj'kan prinsip demokrasi, pemerataan

dilaksang.ilfaz b;;ran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dan keaciar, ikan potensi daerah;

memperhat
dengan f. bahwa . ..
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-2-

f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan
huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat
(2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

Menetapkan :
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:
ang selanjutnya disebut Daerah, adalah
1, [aerds Oton:ma}:katghukum yang mempunyai batas-batas
kesatuan masy atur dan mengurus urusan
wilayah yang berwenang meng;
ayan, whan dan kepentingan masyafa.kz.lt setempat
pemerint akarsa sendiri berdasarkan aspirast n}asyarakat
menurut pr: Kesatuan Republik Indonesia.

dalam sistem Negara
0. Pemerintah . . .
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Sl

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

G -

Paj?éfr Zalihr adalah _pajak atas penyelenggaraan tempat
gar 1 luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan
engan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai

suatu usaha, termasuk penyedi iti
] aan
kendaraan bermotor, . tempat penitipan

Parkir adalah keadaan tidak bergerak
. b
yang tidak bersifat sementara. g suatu kendaraan

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga
collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina,
collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.
Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat I\.IJ.OP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari t:'ransaks1 jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melatui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP penggantl.
ah pajak

Hak atas Tanah dan Bangunan adal
Bte:l I;ZI;(:)IS;I?H hak atas tanah dan/atau bangunan.
o dalah

dan/atau Bangunan a

hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

diper(’lel.lgyai atau Badan.
43, Hak . . .
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- 43;

44.

45.

46.

47.

48.

49,

50.

51.

..

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di
bidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesual
dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dt?ngan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.
52. Surat. ..
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S2.

53.

54.

5S.

56.

57.

58.

59.

= -

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disinglfat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran et
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atay
telah dilakukan de ngan cara lain ke kas daerah melalul

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disiges
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang:

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan e
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Ba_ngun?n
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

60. Surat . ..
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Pada ayat
pasaran

daerah yapn an vo
Walet. yang bersangkutan deng

‘ d
Sara.ng Burung walet sebagalmwla

Pasal 75
(1)

Sebesar 10 (sepuluh persen).
(2)

Peraturan Daerah.

Pasal 76

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di
maksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

(1)

(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di
wilayah  daerah tempat  pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Keenam Belas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 77

: jak Bumi dan Bangunan Perd

(1) Objek Pajak ] gu érdesaan dan Perkotaan
adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atay Badan,
Kkecuali kawasan yang digunakan y '

ntuk kegi
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. giatan usaha

2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
a. jalan lingkungan yang terletak

. a harga
(1) dihitung berdasarkan P etjeiai ant::ilaku %ii
Umum Sarang Burung Walet YERE

Taxg Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan
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(3)

(4)

(5)

5 - 40 -

o Jalan to;

P *  Pbagar mewah;

f' tempat olahraga;

g %::ngan kapal, dermaga;

s ey ‘

h. mewabh; 1 air dan gas

g minyas, ai 2

tempat penampungan/kilan

: Plpa minyak; dan

1. menara'

gbjek Pajak yang tidak dikenakan

angunan Perdesaan dan Perkotaan
yang:

a. digunakan oleh Pemerintah
penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala,
atau yang sejenis dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang
dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat

perdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

Pajak Bumi dan
adalah objek pajak

dan Daerah untuk

digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga
intemasional yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

a Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Besarny ;
ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00

( sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana
gimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan

pDaerah-

Pasal 78 . ..

58


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-41-

(1) Pasal 78

Sub;
jek :
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perko
\ adalah orang pribadi ata® Bad® yang secara

nyatg
mempunyai suatu hak atas

e
mengpil;()lefh manfaat atas Bumm dan
sal,  dan/atau memperoleh manfaat ~ atas

Bangunan_

\aNdi‘:;:hPajak Bumi dan Bangunan perdesaan dar Perkotaan

mem e pribadi atau Badan yang secara nyata

mamp unyai suatu hak atas Bumi dan/atat memperolel

d aat atas Bumi, dan/atal 7% 4iki, menguasab
an/atau memperoleh manfaat atas Bangunai-

(2)

Pasal 79
(1) Dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan adalah NJOP.
ada ayat (1)

(2) Besarnya NJ OP sebagaimana dimaksud
tertentu dapat ditetapkan setiap t

perkembangan wilayahnya.
(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

pasal 80
an Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tarif Pajak Bumi d
tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga

(1) :
ditetapkan paling

{ dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan
an dengan Peraturan Daerah.

pasal 81

okok pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

an i &
Besa* terutang diitung dengan cara mengalikan tarif

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar
- pagaimana dimaksud dalam P al 79 t
naan pajak S€°E ; as e
eng® . rangi Nilal Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
aimana dlmakSUd dalam P asal 77 ayat (5)

pasal 82 . - -
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Lampiran 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

! a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah
yang berperan penting guna membiayai penyelenggaran pemerintahan
dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan
kemandirian Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga pelaksanaannya harus
diatur dengan Peraturan Daerah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3029);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4953);
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4
5. Pejabat ag
alah Pegawai
Perpajakan ol a'. Yang diberi tugas tertentu di bi
Yang berfak, Sesuai dengan peraturan perundang-u'ndt:gggg

6. Badan ada
Kesatuan, Iabt'na"iekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
melakukan usahaYanag mempakgn usaha maupun yang tidak
komanditer, pers yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

€roan lainnya badan usaha milik negara (BUMN),

atau bada =
beritiik apgpﬁfl?ha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

firma, kongsi, koperasi persekutuan, perkumpulan
. . i

‘@r’;sa“r lorgamsam massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

Investasi kolgktif dan bentuk usaha tetap.

7. Pa]ak. Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau
ba.ngunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau
laut.

10. Nilai Jual Objek pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

11. Penanggung  Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
pertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban w;.a)lb pajak menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

12, Subyek pajak Adalah orang atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat
atas bumi, dan atau memll.lkl, menguasai, dan atau memperoleh
manfaat atas bangunan dikenakan kewajiban membayar pajak
menjadi waiib pajak.

13. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
Bumi  dan/atau Bangunan vyang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yan
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dag
pertamba-;"?(an-d iah ibad '

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, melipyti

1 pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yar':;e",ﬁ,’“t' Dempayar
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan' ket R
perundang-lil(ndzn?ar? perpajakan daerah, entuan. peraturan

15. Tahun Pajak adalah jangka wa
kalender, kecuali bila wajib pajaklfumgng lamanya » (53t tahun
tidak sama dengan tahun kalender. ggunakan tahun buku yang

16. Pajak yang terutang adal ;

a
saat, dalam Masa Pajak, dalamalfrv;ng hayus dibayar pada suaty
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melaksanakan ketentuan peraturan perundang- ;
daerah. g-undangan perpajakan

27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakuka ib Paj
n oleh W
Zfagx kpenatr)\ggélllng p;jal; terhadap suatu keputusas yasgb g::)aa‘z
ajukan banding berdasarkan peraturan -
perpajakan yang berlaku. PerNGRNE eI

g:ntuds_,an tBar?dciing Sadalah putusan badan peradilan pajak atas
INg ternadap Surat Keputusan Keberata iajukan oleh
Wajib Pajak, i s ] oe
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

30. Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan
kewenangan kepeda pemerintah daerah untuk menentukan

28.

29.

besarnya paijak terutang.
31. Kas Umum Daerah adalsh Kas Umum Daerah Kabupaten
Banyuwangi.

BAB II
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 2

ma Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 'dqr.\ .Perkotaan
D.e nga?_,tnsajak atjas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai
dlpun%au dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan
;j::éa digunakan untuk  kegiatan perkebunan,perhutanan  dan

pertambangan-

Pasal 3

(¢)) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
gumi dan/atau Bangunan vyang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk keglatan usaha perkebunan
pEMmbangan. . perhutanan, dan

(2) Termasuk dalam pengertlan Bangunan adalah:
a, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan

seperti hotel, pabrik emennya, yang merupakan

dan emplas
it kesz '
su esatuan den angunan tersebut;

b. jalan tol; gan kompleks B

. kolam renang;
- Pagar mewah;

Qan
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e. tempat olahraga;

f. galangan kapal, derm
g. taman mewah;

h. tempat Penampy
= P Ngan/kilang minyak, afr dan
i. menara,

(3) Objek Pajak Bumi d
' a
i Mo pajak{; dBaiizgrg‘;:unan Perdesaan dan Perkotaan yang

a. Digunakan oleh pemerintah i i
d'c.:erah untuk menyelenggar:alzfr:n :sr?\tear?nglsgrl\’?g G

b. Digunakan Semata-mata untuk me '
antara lain bidang ibadah, sosial,
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk mencari
keuntungan seperti masjid, gereja, Rumah sakit Pemerintah,
sekolah, pantj asuhan, candi dll;

C. Digunakan untuk  kuburan, peninggalan purbakala atau yang
sejenis dengan hal dimaksud;

d. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan
tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap waiib pajak.

aga;

9as, pipa minyak;

layani kepentingan umum
kesehatan, pendidikan dan

Pasal 4

jek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pgrkotaan adalah
gugiszribJadi atau Badan yang secara nyata, Mempunyai suatu hak atas
brmi dan/atau Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau Memiliki,
ML:enguasai dan/atau Memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 5

) ; i dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang
ib Pajtgt %L;Z’;n yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi

memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau/memiliki,
dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib |
pribadi a
dan/ atau
menguasal,

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

(1) Berkotaan adalah Nilal Jual Objek Pajak (NJOP);

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuall untuk objek pajak tertentu dapat
ditetapkan setlap tahun sesual dengan perkembangan wilayahnya;
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Lampiran 13. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG

PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

bahwa berdasarkan | 4 Keputusan Menteri Keuangan
Republik  Indonesia paf\laomor: 83/KMK.04/2000 tentang
Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, penggunaan dan tata cara penyaluran biaya
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah diatur
oleh masing-masing daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentan 2K Bum
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Ind?)n:%a Tahu;:

1
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8. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

adalah pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan.

9. Aparat Penunjang adalah pejabat/pegawai yang tidak secara
langsung melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan baik secara teknis administrasi maupun operasional.

10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk
meningkatkan motivasi kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud pemberian insentif diharapkan agar aparat pelaksana
pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat bekerja dengan
jujur, bersih dan bertanggungjawab.

(2) Tujuan pengaturan biaya pemungutan pajak bumi dan
bangunan adalah untuk meningkatkan kinerja instansi,
semangat kerja bagi pejabat/pegawai instansi, pendapatan
daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 3

(1) Dalam rangka peningkatan kinerja pemungutan pajak bumi dan
bangunan diberikan biaya pemungutan berupa insentif yang
dialokasikan dari hasil penerimaan biaya pemungutan yang
menjadi bagian Pernerintah Kabupaten di setiap sektor.

(2) Biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

1. Sektor perdesaan, sebesar 85% (delapan puluh lima
persen);

Sektor perkotaan, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
Sektor perkebunan, sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
Sektor perhutanan, sebesar 30% (tiga puluh persen);

Sektor pertambangan, sebesar 25% (dua puluh lima
persen).

vy ol
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BAB IV

INSENTIF
Pasal 4

I

a';:f';{" diperuntukian bagi aparat pelaksana pemungutan dan

kewaja Penunjang dengan pertimbangan objekif berdasarkan azas
ran, kepatutan dan rasionalitas.

Pasal 5

@® Besarnya insentif yang diperoleh dari sektor perkebunan, sektor
Perhutanan dan sektor pertambangan dibagikan kepada aparat
Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);

(2) Besamya insentif khusus a j imana

5 parat penunjang sebagaim
dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang diperoleh dari sektor PBB
Perdesaan sebesar 18% (delapan belas persen) dan sektor
perkotaan sebesar 15% (fima belas persen)

(3) Besarnya insentif aparat pelaksana pemungutan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang diperoleh dari PPB sektor
Perdesaan dan sektor perkotaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sektor Perdesaan:
a. Kecamatan sebesar 4,2% (empat koma dua persen);
b. Sekcam sebesar 1,8% (satu koma delapan persen);
c. Desa/Kelurahan sebesar 61% (enampuluh satu persen).

2, Sektor Perkotaan:
a. Kecamatan sebesar 4% (empat persen);
b. Sekcam sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
c. Desa/Kelurahan sebesar 54,5% (lima puluh empat koma

lima persen).

Pasal 6

(1) Pengaturan prosentase perolehan insentif bagi aparat penunjang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2)
dijumlahkan dengan asumsi 100% (seratus persen) yang

dibagikan kepada:

1. Bupati, sebesar 8,37% (delapan koma tiga puluh tujuh
persen);

2. Wakil Bupati, sebesar 4,57% (empat koma lima puluh tujuh
persen);

3. Sekretaris Daerah, sebesar 7,06% (tujuh koma nol enam
persen);

4. Asisten sebesar 4,63% (empat koma ena
persen); M puluh tiga

5. Dinas Pendapatan, sebesar 64,94% (eng
sembilan puluh empat persen); (enam puiuh empat koma
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6. Badan pen
gelolaan Keuangan d
koma empat puluh semblla% persenan )I;uet Daerah 349% (g
7. Bagian
Persen)

‘Hukum sebesar 2,17% (dua koma tujuh belas
8. Baglan Pemerintahan sebesar

sembilan persen); 2,29% (dua koma dua puluh

9. Inspektorat Ka
tujuh Persen), bupaten sebesar 2,37% (dua koma tiga puluh

() Pengaturan
Prosentase perolehan insentif bagi aparat pelaksana
g;um;;%llg: Zi!:‘agaimana dimaksud dalam pasal Spdayat 3)
3 gan asumsi 1 seratus persen
dibagikan i e 00% (¢ S ) yang

1. Kecamatan sebesar 27,48% (dua puluh tujuh koma empat
puluh delapan persen)

a. Camat 17,29% (tujuh belas koma dua puluh sembilan
persen);

b. Sekcam 10,19 (sepuluh koma sembilan belas persen).

2. Desa/Kelurahan sebesar 72,52% (tujuh puluh dua koma lima
puluh dua persen)

a. Kepala Desa/Lurah 36,07 (tiga puluh enam koma nol tujuh
persen);

b. Juru Pungut 36,45 (tiga puluh enam koma empat puluh
lima persen).

Pasal 7

Pengaturan mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABV
PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 8

Biaya pemungutan PBB dibebankan dalam Anggaran Pendapatan
dany Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 9

Dinas Pendapatan  Kabupaten Banyuwangi  melaky
(1) pengelolaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan y:gn
dialokasikan untuk pemberian insentif, 9
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Lampiran 14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012

BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan

peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten

Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan  dan Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 201
Peraturan Perundang-undangan (Lem
Indonesia Tahun 2011 Nemor 82,
Negara Nomor 5234);

un 2005 tentand

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tah eepublik
Pengelolaan Keuangan Daeran (Lembaran N:’:‘garaL :.ga -
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan €

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Menimbang

1 tentang Pembentukan
baran Negara Republik
Tambehan Lembaran

1
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i~ 22Gaimang g

Crimaan pa; imaksud Pasaf 2 ayat (1) dihitung dari
Melalui - o Jak daerah g

9aran  peng
anggaran berkenaan, P2

an retribusi daerah yang ditetapkan
tan dan Belanja Daerah tahun

dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah
dan retripyg 4 ALY Perng

: daerah dj|
EWajaran, dan rasiol

aksanakan berdasarkan azas kepatutan,

nalitas disesuaikan dengan besarnya
tanggungjawab skpp,

(4) Penerimaan
melalui An
tahun ang
(2) dijabarkan
sebagai berikut:
(). Sampai dengan triwulan I
(b). Sampai dengan triwulan I

(c). Sampai dengan triwulan I

Pajak daerah dan retribusi daerah yang dltetigiégr;
9Qaran Pendapatan dan Be|an'_]a Daerah <§a e
garan berkenaan sebagaimana dlmaksuq pat e
dalam rencana penerimaan pada tiap tr

: 15% (lima belas persen);
: 40% (empat puluh persen);
1 75% (tujuh puluh lima

69

persen);
n).
(d). Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

i DAERAH
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
PENERIMA INSENTIF
Pasal 3

1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak
@ daerah dan retribusi daerah.

2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
: proporsional kepada:

(a). Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab
: pengelolaan keuangan daerah;

(b). Sekretaris Daerah selaku koordinator
’ keuangan daerah;

(c). Pejabat dan pegawai Dinas pendapatan kabupaten
Banyuwangi selaku pelaksana Pemungutan pajak daerah;

(d). Pejabat dan pegawai masing-masin,
perangkat  daerah (SKPD)
retribusi daerah;

(e). Pemungut pg

jak Bumi dan
desa/kelurahan d

pengelolaan

g satuan kerja
pelaksana Pemungutan

Bangunan pada tingkat

an kecamatan kepala desa/lurah atay
sebutan fain an camat dar'1 t i
; ena
ddrtugiskan oleh instansi' Pelaksa il 5
aerah,

N3 pemungut pajak
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Lampiran 15. Baku Pokok dan Realisasi Pokok 2016

1

DAFTAR PERKENBANGAN REALISASI P33 SZLAI DGNLVP Y6 TR DISPENKAD
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Lampiran 16. Wawancara Dengan Pihak Wajib Pajak
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Lampiran 17. Hasil Wawancara dengan Pihak Bapenda dan Wajib Pajak

Wawancara dengan Pihak Bapenda

a. Pak, bagaimana anda menyebutkan Wajib Pajak bias dikatakan patuh?
Ya begini, WP bisa dikatakan patuh itu tentang pembayarannya. Dengan
membayar pajaknya secara teratur setiap tahun, dengan begitu WP bisa
dikatakan patuh.

b. Bagaimana dengan Wajib Pajak yang tidak patuh atau tidak membayar Pajak
Bumi dan Bangunan?
Kami mengadakan sosialisasi ke desa atau kecamatan dan memotivasi
masyarakat supaya membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena dengan
membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sarana dan prasarana yang ada bisa
diperbaiki dan diperbaharui.

c. Apakah upaya pemerintah agar desa atau kecamatan bisa tepat waktu dalam
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)?
Ya kalo itu, kita akan memberi reward (penghargaan) kepada kecamatan yang
peringkat pembayarannya nomor 1 sampai 10 yaitu dengan memberikan 100
% (persen) hasil pokok pajaknya kepada kecamatan tersebut. Sedangkan yang
peringkat 11 sampai 20 dikembalikan 95 % (persen) hasil pokok pajaknya dan
seterusnya dikurangi 5 %. Hasil pengembalian tersebut bisa dimanfaatkan
oleh kecamatan.

d. Bagaimana dengan Wajib Pajak yang mempunyai piutang?
Kami melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak tersebut karena WP harus
melunasi utang pajaknya beserta sanksi administrasi berupa bunga atau
denda. Akan tetapi penagihan piutang kepada Wajib Pajak ternyata kurang
optimal. Cara yang bisa mengoptimalkan pembayaran piutang adalah pada
saat Wajib Pajak sedang melakukan pelayanan dan peralihan hak.

Wawancara dengan Pihak Wajib Pajak
a. Mengapa bapak belum membayar PBB?
Gini ya mas, soalnya saya rasa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya

agak terlalu rumit, jadi saya kurang paham.
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Baru-baru ini pihak Bapenda meluncurkan Drive Thrue jadi prosesnya tidak
rumit juga anda tidak usah turun dari kendaraan, apakah bapak tahu?

Ow, soal itu saya kurang paham soalnya saya gak tau.

Apakah ada hambatan atau kendala yang menjadi permasalahan dalam
prosedur pembayaran PBB?

Ada, contohnya saat di pelayanan itu kadang-kadang terjadi antri jadi malas
menunggu. Lalu pelayanannya kurang baik dan saya tidak tahu prosedur
pembayarannya.

Apakah pernah ada sosialisasi di kecamatan anda tentang Pajak Bumi dan
Bangunan?

Pernah, tapi waktu itu saya sedang sibuk jadi tidak bisa hadir.
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